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I
ndonesia baru saja menyelenggarakan peristiwa demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan 
presiden (pilpres) langsung pada 14 Februari 2024 lalu. Prabowo-Gibran adalah pasangan calon 
presiden dan wakil presiden yang –dari hitungan sementara-- memperoleh suara terbanyak sekitar 
58%, sedangkan pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfid MD 
jauh di bawah. Dengan perolehan suara yang melebihi 51% maka pemilu kali ini — kalau tidak ada 

protes — berlangsung satu putaran.
Siapa pun yang nanti dilantik, pasangan capres-wapres sangat penting memiliki komitmen kepa-

da kemerdekaan pers. Dewan Pers sebagai lembaga yang mengembang amanah untuk memastikan 
pelaksanaan kemerdekaan pers berjalan dengan koridor yang benar, berkepentingan untuk mengetahui 
komitmen capres-wapres. Ini agar pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik. 

Mengapa demikian, karena semua sepakat memilih system demokrasi dalam menjalankan pe-
merintahan. Salah satu pilarnya adalah pers, yang menduduki posisi keempat dalam sistem demokra-
si. Uurutannya adalah lembaga ekseketuif (presiden/pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif 
(pengawas/lembaga penegak hukum), pers (kontrol sosial).

Berdasar amanah Undang-Undang 40/1999 tentang Pers, pada bagian menimbang, ditegaskan bah-
wa kemerdekaan pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Hal itu representasi dari pelaksana peme-
rintahan yang menjalankan amanat rakyat di bawah kepemimpinan presiden. Oleh karena itu, Dewan 
Pers perlu memastikan bahwa pasangan capres-cawapres memiliki komitmen pada kemerdekaan pers. 

Berkaitan dengan itu, sebelum pelaksanaan pilpres dan pemilu, Dewan Pers melaksanakan deklara-
si kemerdekaan pers. Ini berbeda dengan acara-acara lain di berbagai platform, konstituen, organisasi, 
yang mengundang capres-cawapres untuk melakukan debat atau paparan visi-misi.  

Deklarasi kemerdekaan pers itu berisi tiga poin. Pertama, menjamin independensi dan kemerdekaan 
pers dari campur tangan pihak mana pun. Kedua, menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan ter-
hadap insan pers. Ketiga, mendukung pers profesional agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang 
berkualitas.

Dari tiga capres-cawapres, calon dari nomor 01 Anies Baswedan hadir langsung di acara yang 
diselenggarakan di Hall Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta. Anies hadir setelah pada pagi harinya 
melakukan penutupan masa kampanye di Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sunter.

Ganjar hadir melalui aplikasi zoom karena pada saat itu, tanggal 10 Februari, adalah hari terakhir 
kampanye. Pasangan nomor 03 menutup kampanye di Semarang, Jawa Tengah.

Pasangan capres Prabowo-Gibran tidak bisa hadir karena alasan capai setelah habis-habisan kam-
panye plus joget di Gelora Bung Karno Jakarta sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pasangan Prabowo 
mengutus Rosan Roeslani, ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisis Indonesia Maju untuk me-
nyampaikan komitmen timnya pada kemerdekaan pers.

Sebagai peristiwa yang pertama kali digelar Dewan Pers, ini merupakan momentum penting, bahwa 
komitmen kemerdekaan pers harus dimulai dari puncak pemimpin bangsa. Bila tidak, maka pers bisa 
terancam eksistensinya dalam melaksanakan peran sebagai kontrol sosial, termasuk kontrol pada kebi-
jakan pemerintahan di semua lapisan.

Soal deklarasi kemerdekaan pers itulah yang menjadi laporan utama Etika edisi kali ini. Etika meli-
hat deklarasi sebagai satu bagian dari kewajiban capres-cawapres yang harus dilaksanakan bila peme-
rintahan baru mulai bergerak. 

Di edisi kali ini, pembaca bisa mendapatkan informasi mengenai ide deklarasi dan kekuatan moral 
yang ada di balik deklarasi. Sebab dengan demikian, insan pers seperti mendapat angin segar rasa aman 
dalam rangka menjalankan amanah kegiatan jurnalistik. Jadi, amanah menjaga kemerdekaan pers, 
amanah melaksanakan kontrol sosial termasuk pada pemerintahan melalui karya jurnalistik, adalah sah 
yang dilindungi/diatur oleh Undang-Undang 40/1999, dan perlu diperjuangkan bersama-sama.

Tim Etika dengan semangat mengangkat peristiwa tersebuit, selain karena kegiatan pertama kali 
(langka), juga secara substansial deklarasi itu memberikan makna luas bagi kehidupan pers ke depan, 
siapa pun presidennya. Temukan pula galeri foto kegiatan capres juga opini dari ketua Dewan Pers. Se-
lamat membaca. l

Wakil Pemimpin Redaksi

Komitmen Capres pada 
Kemerdekaan Pers

Vol 50 - Februari 2024

KABAR KEBON SIRIH

Atmaji Sapto Anggoro
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SS
Seorang rekan wartawan sempat 

mengutarakan keheranannya tat-

kala mendengar akan ada deklarasi 

para calon presiden dan calon wakil 

presiden di Gedung Dewan Pers. 

War tawan itu mempertanyakan 

urgensi deklarasi tersebut lantaran pelaksanaan pen-

coblosan pemilihan presiden-wakil presiden tinggal 

beberapa hari. 

Sang wartawan itu barulah memahami dan bisa me-

nerima ketika dijelaskan, bahwa itu bukan deklara-

si capres-cawapres dalam kaitan dengan kampanye 

pemilu. Akan tetapi, deklarasi itu dimaksudkan dalam 

rangka meminta komitmen mereka untuk menjaga 

kemerdekaan pers jika nanti terpilih sebagai presiden 

dan wakil presiden. 

Pada tanggal 10 Februari 2024 itu Dewan Pers 

memang punya hajat besar. Untuk kali pertama 

sejak berdiri pada 1966 dan era reformasi pada 

1998, Dewan Pers menggelar acara Deklarasi Ke-

merdekaan Pers Capres-Cawapres 2024. Acara 

semacam itu sebelumnya me mang tidak pernah 

digelar oleh Dewan Pers. Dengan de mikian, ini 

merupakan torehan sejarah baru bagi Dewan 

Pers. 

Deklarasi kemerdekaan pers itu berisi tiga poin. 

Per tama, menjamin independensi dan ke mer de-

kaan pers dari cam pur tangan pihak mana pun. 

Kedua, menolak se gala bentuk intimidasi dan ke-

kerasan terhadap insan pers. Ketiga, men du kung 

pers profesional agar mampu meng ha sil kan karya 

jurnalistik yang berkualitas. 

5ETIKA         JANUARI 2024
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Anggota Dewan Pers yang menjadi ke-

tua pantia deklarasi, Totok Suryanto, 

mengutarakan ide menggelar deklarasi 

ini sudah terpikirkan beberapa bulan 

sebelumnya. Namun Dewan Pers sen-

gaja mencari momentum yang tepat 

soal tanggal pelaksanaannya. Kemu-

dian dipilihlah tanggal 10 Februari, 

tepat sehari menjelang pekan atau 

minggu tenang. Para capres pun hanya 

dimintai komentar berkaitan dengan 

kemerdekaan pers dan tidak berkam-

panye lagi dalam acara tersebut. 

“Ini memang bukan ajang kampanye 

untuk para capres dan cawapres. Kam-

panye putaran terakhir sudah ditutup 

oleh pasangan capres-cawapres pada 

10 Februari 2024 di sore hari. Itu se-

babnya kami sengaja membatasi agar 

acara deklarasi kemerdekaan pers itu 

bukan menjadi ajang kampanye,” kata 

Totok juga menjabat ketua Komisi Ke-

mitraan dan Luar Negeri Dewan Pers. 

Bagi Totok, jaminan dari pemimpin 

negara terhadap kemerdekaan pers 

merupakan hal yang penting. De-

ngan jaminan kemerdekaan pers itu 

maka akan memungkinkan tercipta-

nya independensi pers dan ekosistem 

yang menunjang para wartawan un-

tuk menghasilkan karya jurnalistik 

berkualitas. 

“Satu di antara tiga pasang capres- 

cawapres ini akan menjadi pemimpin 

kita di masa depan. Penting bagi kita 

untuk meminta jaminan, bahwa sia-

pa pun yang terpilih menjadi presiden 

nanti, maka kemerdekaan pers itu ada-

lah sesuatu yang perlu dijunjung ting-

gi,” kata dia.  

Ia menjelaskan pers selalu memiliki 

tugas untuk mengkritisi pemerintah 

apabila terjadi dugaan penyimpangan. 

Siapa pun 
yang terpilih 
menjadi presiden 
nanti, maka 
kemerdekaan 
pers itu adalah 
sesuatu yang 
perlu dijunjung 
tinggi.”
Totok Suryanto

Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto memberikan 
pernyataan usai Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan 
Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. 
(FOTO: DEWAN PERS)
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Untuk bisa bersikap kritis, maka perlu 

ada kemerdekakan pers. Dalam men-

yampaikan berita, pers harus terhin-

dar dari rasa takut atau intimidasi yang 

dilakukan oleh pihak mana pun. 

“Tugas pers itu menjadi watch dog atau 

anjing penjaga. Ini merupakan salah 

satu tugas pers untuk melakukan kon-

trol sosial. Karena itu, apabila ada ses-

uatu yang tidak bisa dipenuhi atau di-

jalankan pemerintah, maka kami akan 

berteriak. Pers itu akan selalu menjadi 

mitra kritis bagi pemerintah siapa pun 

yang berkuasa,” ujarnya. 

Tatkala acara deklarasi kemerdekaan 

pers digelar pada malam hari, Anies Ra-

syid Baswedan (pasangan nomor urut 01) 

menjadi satu-satunya capres yang hadir 

secara langsung, tanpa didampingi oleh 

pasangan cawapres Abdul Muhaimin 

Iskandar. Anies juga menandatangani se-

cara langsung komitmen deklarasi terse-

but. 

Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo 

Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 

tidak bisa hadir. Mereka diwakili oleh 

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), 

Rosan Perkasa Roeslani. 

Sedangkan pasangan calon presiden 

nomor urut 03, Ganjar Pranowo hadir 

melalui aplikasi zoom karena pada sore 

hari masih harus berkampanye di Solo 

dan Semarang. Sementara cawapres 

Mohamad Mahfud Md tidak bisa hadir 

Dewan Pers menggelar jumpa pers 
terkait rencana kegiatan Deklarasi 
Kemerdekaan Pers Capres dan 
Cawapres pada Rabu (31/1/2024) 
di Hall Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO: DEWAN PERS)
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lanta ran pada malam itu juga ha-

rus menuju Arab Saudi untuk men-

jalankan ibadah umroh. 

Ketika memberi sambutan, Ketua 

Dewan Pers, Ninik Rahayu, menya-

takan saat ini Indonesia memasuki 

masa 26 tahun pascareformasi. Pe-

ristiwa reformasi merupakan tong-

gak bagi negara Indonesia untuk 

hadir sebagai negara demokratis. 

“Salah satu buah reformasi ada-

lah jaminan kemerdekaan pers 

melalui pembentukan UU Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers. Un-

dang-undang ini merupakan sim-

bol era reformasi bagi kehidupan 

gara. Sebelumnya pada era Orde 

Baru kehidupan pers nyaris penuh 

represi. Pemberedelan menjadi 

sa rana yang ampuh dalam mem-

bungkam hak konstitusional warga 

negara untuk mencari, memper-

oleh, dan menyampaikan informa-

si. Pers menjadi tidak independen 

karena posisinya tunduk dan bera-

da di bawah pemerintah. 

Menurut ida, era reformasi meru-

pakan simbol kekuatan rak yat yang 

menghendaki esensi demokrasi 

me wujud di negara ini. Esensi dari 

demokrasi dimaksudkan agar neg-

ara dapat menjamin hak-hak fun-

damental warga negaranya, yang 

dalam sistem selain demokrasi 

cen  derung dikesampingkan.

“Kemerdekaan pers bukanlah ses-

uatu yang statis. Kemerdekaan pers 

menghadapi dinamika sekaligus 

tantangan, baik dari dalam ling-

kungan pers maupun dari ber bagai 

anasir di luarnya, termasuk perkem-

bangan teknologi digital dan media 

pers, yang semula ada dalam ceng-

keraman penguasa, dan disambut 

dengan gegap gempita sebagai era 

kemerdekaan pers. Kemerdekaan 

pers sebagai bagian dari hak asasi 

manusia merupakan salah satu ciri 

yang menandai tegaknya demokra-

si,” paparnya. 

Oleh karena itu, urai Ninik, cita- 

cita negara untuk menegak kan de-

mokrasi tidak terlepas da ri komit-

men untuk merawat ke mer dekaan 

pers. Demokrasi akan tegak apabila 

pers dapat menjalankan peran dan 

fungsinya dengan bebas serta ter-

hindar dari campur tangan pihak 

ma na pun. Sebaliknya, me rupakan 

pe nanda goyahnya de  mokrasi, 

apa  bila pers menjadi ter belenggu, 

te re presi, dan kehilangan indepen-

densi.

Dalam pandangan Ninik, era refor-

masi merupakan titik balik yang 

menegaskan bahwa kemerdekaan 

pers adalah hak asasi manusia 

yang dijamin sepenuhnya oleh ne-

Foto bersama usai Deklarasi 
Kemerdekaan Pers Capres dan 
Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) 
di Hall Dewan Pers, Jakarta. 
(FOTO: DEWAN PERS)
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sosial. Kedua teknologi itu memberi 

ruang yang sangat luas bagi tum-

buhnya hoaks, misinformasi, dan 

disinformasi. Situasi ini menantang 

pers untuk hadir sebagai penjernih 

informasi,” ujar nya.

Rekam Jejak
Terhadap acara deklarasi kemer-

dekaan pers ini, Anies Baswedan 

mengungkapkan penghargaannya 

pada Dewan Pers. Ia menilai, ini 

adalah sebuah kesempatan untuk 

bersama-sama menjaga agar de-

mo krasi bisa berjalan dengan baik. 

Bila sebuah tempat disebut sebagai 

demokratis, kata dia, maka penger-

tian demokrasi menurut David 

Coller terdapat lebih dari 560 defi-

nisi.

Bagi Anies, tiga unsur yang harus 

ada dalam alam demokrasi. “Per-

tama, adalah adanya pemilu yang 

dilaksanakan dengan jujur, adil, 

dan transparan secara regular. Ke-

dua, adanya ruang untuk ekspresi 

oposisi. Ketiga adanya kebebasan 

untuk berbicara untuk mengung-

kapkan pandangan di dalam se-

buah negara,” tuturnya.

Media memiliki peran yang sangat 

mendasar, kata mantan mendik-

bud, untuk menjaga  supaya ruang 

tiga hal tadi bisa berjalan dengan 

baik. Tentang perlunya dukungan 

sistemik pada pers dan juga upaya 

melindungi pers dari kekerasan, 

baik berupa ancaman fisik mau-

pun digital atas  alat-alat yang di-

gunakan oleh media, ia sepakat. 

“Ketika kami berdiskusi dengan 

te man-teman media di daerah, 

mereka merasakan itu jauh lebih 

banyak dialami daripada yang di 

Ja karta. Dua hal tadi, tentang ke-

kerasan fisik dan serangan-seran-

gan pada sistem digital, memang 

masih terjadi,” kata dia. 

Mengutip data Aliansi Jurnalis In-

dependen (AJI), Anies memapar-

kan, di tahun 2023 jumlah ke-

kerasan terhadap pers mengalami 

peningkatan sebesar 42% diban-

ding tahun sebelumnya. Ia menam-

bahkan, itu merupakan data yang 

terlapor. Tentu masih ada data 

yang tidak sempat dilaporkan. 

“Rekam jejak adalah prediktor 

terbaik atas perilaku masa depan. 

Bila masa lalunya menekan media 

maka dia besok juga akan menekan 

media. Namun bila masa lalunya 

memberikan ruang kepada media 

dan bekerja dengan baik dengan 

media, maka insya-Allah dia ke-

lak akan bekerja dengan baik juga 

dengan media,” urai mantan rektor 

Universitas Paramadia itu.  

Komitmen atau dokumen apa saja 

yang disodorkan bisa ditandata-

ngani oleh siapa pun. Akan tetapi, 

kata Anies, rekam jejak adalah fak-

ta yang tidak bisa diubah dengan 

pernyataan dan komitmen. 

Cita-cita 
negara untuk 
menegakkan 
demokrasi 
tidak terlepas 
dari komitmen 
untuk merawat 
kemerdekaan 
pers.
Ninik Rahayu
Ketua Dewan Pers

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik 
Rahayu memberikan sambutan 
dalam kegiatan Kemerdekaan 
Pers Capres dan Cawapres pada 
Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan 
Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)
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Anies menginformasikan rekam je-

jaknya selama menjadi gubernur 

di Jakarta. Apabila ada masalah 

dengan pers, Anies memilih untuk 

melaporkan ke Dewan Pers dan 

bukan ke kepolisian atau ke tempat 

lain. Ia pun tidak menggunakan 

metode lain dalam menyelesaikan 

masalah pers tersebut. Tindakan 

itu dilakukan dengan dalih agar 

semua pihak menjunjung tinggi 

kebebasan pers di Indonesia.

Membangun suatu ekosistem pers 

yang baik, menurut Anies, makna-

nya adalah menjaga demokrasi di 

negara tercinta. “Ini adalah komit-

men kami. Kami siap untuk ikut 

menjaganya dan kami berharap 

ikhtiar kita untuk membangun de-

mo krasi yang sehat benar-benar 

bisa terwujud. Itu sebabnya pemilu 

harus berjalan aman, damai, dan 

yang penting lagi jujur. Kejujuran 

akan menghasilkan kredibilitas. 

Ju jur itu pilarnya demokrasi,” ung-

kapnya.  

Butuh Kritik
Adapun capres nomor urut 03, 

Ganjar Pranowo, menyampaikan 

pandangan, begitu pentingnya su-

ara media untuk bisa mengawal 

pemilu ini. Tulisan-tulisan yang 

muncul dia media dinilainya bisa 

mengedukasi masyarakat. Ganjar 

pun mengucapkan terima kasih 

ke pada media yang sudah meliput 

aktivitasnya selama ini. 

“Ketika kita sudah terbiasa untuk 

dikritik dalam rangka sebuah kon-

testasi, seperti pilpres, pileg (pemi-

lihan legislatif), atau pilkada, maka 

hal itu akan menjadi biasa. Ka-

lau kita bisa membuka ruang hati 

yang terbuka, pikiran yang terbu-

ka, maka di situ terjadi perdebatan 

dan menghasilkan kesimpulan,” 

kata dia.

Ia mendiskripsikan, bahwa orang 

bertinju dalam satu ring ditentu-

kan tempat dan waktu. Setelah 

selesai dan keluar dari ring, itu art-

inya laga sudah selesai. Hal itu ti-

dak beda dengan kontestasi politik 

atau pilpres. Selesai pilpres, maka 

se lesai pula segala ganjalan yang 

ada dalam hati masing-masing 

kontestan. 

Jika ada sesuatu yang keras di 

pang gung dalam kontestasi poli-

tik tersebut, ujarnya,  semestinya 

hal itu tidak dimasukkan ke dalam 

hati. Mantan gubernur Jawa Ten-

gah itu berprinsip, semakin terbu-

ka maka akan kian baik dan akan 

bisa mengedukasi masyarakat.

“Terus terang, ketika saya men da-

patkan amanah menjadi gubernur, 

ya saya terinspirasi apa yang terjadi 

di Jakarta. Waktu itu gubernur Ja-

karta, Ali Sadikin, menyampaikan 

bahwa pemerintah daerah perlu 

Pemerintah 
harus siap 
membantu 
insan pers. 
meskipun 
kemudian 

mereka akan 
mengritik 

balik.

Ganjar Pranowo
Capres

Calon Presiden Ganjar Pranowo 
hadir secara daring di acara 
Kemerdekaan Pers Capres 
dan Cawapres pada Sabtu 
(10/2/2024) di Hall Dewan Pers, 
Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



LAPORAN UTAMA

11ETIKA         FEBRUARI 2024

dikritik. Langkah selanjutnya jus tru 

dia kemudian membangun lemba-

ga bantuan hukum (LBH). Nah Ali 

Sadikin mendapatkan serangan 

per tama dari anak yang dilahirkan 

itu. Inspirasi ini saya coba ketika 

menjabat di pemerintahan,” ung-

kapnya. 

Ia mengajak masyarakat untuk 

men dorong pers agar lebih pro-

fesional. Salah satu caranya ada-

lah memberikan ruang pelatihan. 

Menurut Ganjar, pemerintah ha-

rus siap membantu insan pers. 

mes kipun kemudian mereka akan 

mengritik balik. 

“Itulah yang perlu kita berikan. Sa-

ya kira wajib hukumnya siapa pun 

pejabatnya untuk punya komitmen 

pada kebebasan pers,” ujarnya. 

Tokoh pers Bambang Harymurti 

se pendapat dengan pandangan 

Anies dan Ganjar. Ia juga mendam-

bakan agar pemimpin negeri ini 

bisa bersikap seperti Ali Sadikan 

kala menjabat sebagai gubernur 

Jakarta. 

“Saat menjadi jadi gubernur, Ali 

Sadikin acap datang dan ma rah-

marah ke tempat pers jika tidak ada 

kritikan di media. Kata Ali Sadikin: 

kalau tidak ada kritik, berarti kalian 

tidak  bekerja,” tutur Bambang. 

Semasa menjadi gubernur, cerita 

mantan pemimpin redaksi Tem-

po itu, Ali memposisikan pers dan 

para aktivis sebagai mitra dalam 

bekerja mengelola pemerintah Ja-

karta. Ali bahkan juga membantu 

dibangunnya kompleks perumah-

an Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI), padahal para wartawan se-

ring mengkritiknya. 

Siapa pun yang terpilih menjadi 

presiden, ia berharap bisa meniru 

sikap Ali Sadikin ketika berhubu-

ngan dengan pers. Hingga kini, ia 

merasa belum pernah ketemu lagi 

pejabat di Indonesia yang seperti 

itu.  

Sedangkan mantan Ketua De-

wan Pers, Prof Bagir Manan, me-

nyampai kan terima kasih kepada 

para calon presiden yang berkomit-

men untuk menjunjung tinggi ke-

bebasan dan kemerdekaan pers. 

Namun ia mengingatkan, bahwa 

ke merdekaan harus disertai kese-

taraan dan persaudaraan.

“Tanpa kesetaraan, kebebasan bi-

sa menimbulkan eksploitasi anta ra 

satu dan yang lain. Kita juga harus 

menjunjung asas fraternity atau 

per saudaraan. Jika kita harus ber-

laku sebagai saudara, maka kita 

akan selalu berperilaku jujur pada 

diri dan bangsa. Kita akan solid-

er pada apa yang terjadi di mas-

yarakat,” kata Bagir. Arif Supriyo-
no/tenaga ahli Dewan Pers

Bila masa 
lalunya 

menekan 
media maka 

dia besok 
juga akan 
menekan 
media.” 

Anies Baswedan
Capres

Calon Presiden Anies Baswedan 
hadir secara langsung di acara 
Kemerdekaan Pers Capres 
dan Cawapres pada Sabtu 
(10/2/2024) di Hall Dewan Pers, 
Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)
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Pers Perlu 
Dukungan 
Sistemik

Oleh 
Ninik Rahayu *)

S
aat ini Indonesia telah memasuki 26 tahun pas-

careformasi pada 1998. Reformasi merupakan 

tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir se-

bagai negara demokratis. Sebagaimana di ke-

tahui, salah satu dari buah reformasi adalah ja-

minan kemerdekaan pers melalui pembentukan UU Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Undang-Undang ini merupakan simbol era reformasi bagi ke-

hidupan pers. Bila semula pers berada ada dalam cengkera-

man penguasa, maka hadirnya UU Pers disambut dengan 

gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan 

pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah 

satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. 
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Oleh karena itu, komitmen negara untuk menega-

kkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen un-

tuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan 

tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan 

fungsinya dengan bebas serta terhindar dari cam-

pur tangan pihak mana pun. Sebaliknya, merupa-

kan penanda goyah nya demokrasi, apabila pers 

menjadi terbelenggu, terepresi, dan kehilangan 

independensi.

Era reformasi merupakan titik balik yang mene-

gaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah hak asa-

si manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara. 

Sebelumnya pada era Orde Baru, kehidupan pers 

nyaris penuh represi. Pemberedelan menjadi sara-

na yang ampuh untuk membungkam hak konsti-

tusional warga negara untuk mencari, mem pe ro-

leh, dan menyampaikan informasi. Pers menjadi 

tidak independen karena posisinya tunduk dan 

berada di bawah pemerintah. 

Semua sepakat, era reformasi merupakan sim-

bol kekuatan rakyat yang menghendaki esensi 

demokrasi mewujud di negara ini. Esensi dari 

demokrasi adalah agar negara dapat menjamin 

hak-hak fundamental warga negaranya. Hal 

itu dalam sistem selain demokrasi cenderung 

dikesampingkan.

Kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang sta-

tis. Ia menghadapi dinamika sekaligus tanta-

ngan, baik dari dalam lingkungan pers maupun 

dari berbagai anasir di luarnya. Perkembangan 

teknologi digital dan media sosial memberi ru-

ang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoaks, 

misinformasi, dan disinformasi. 

Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai 

penjernih informasi. Di sisi lain, perkemba-

ngan platform digital menjadi medium raksasa 

yang mengambil alih distribusi informasi. Da-
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lam hal ini porsi periklanan diserap oleh plat-

form tanpa disertai sharing revenue yang mema-

dai. 

Pada sisi lain, UU Pers memang memberikan 

payung hukum perlindungan bagi pers, namun 

dukungan atas penegakan UU ini masih belum 

signifikan. Oleh karena itu, di beberapa tempat 

masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan, 

termasuk kekerasan berbasis digital. Tak terke-

cuali, hal itu juga yang menyasar pada wartawan 

perempuan.  

Kekerasan pada pers juga dapat berupa peru-

sakan alat kerja atau berupa serangan siber 

ter hadap pers berbasis digital yang dalam ke-

nyataannya membuat pers harus menyediakan 

pelindung sistem digi tal yang nominalnya sung-

guh menguras air mata. Selain itu masih ada 

catatan atas hubungan kerja di dalam lingku-

ngan perusahaan pers yang masih diskriminatif 

sehingga membuat wartawan kehilangan idea-

lisme. 

Berbagai situasi ini menunjukkan, bahwa secara 

sistemik belum tersedia dukungan yang mema-

dai bagi pers untuk terus menjalankan perannya 

sebagai media informasi, hiburan, edukasi, dan 

kontrol sosial. Pers seolah bekerja sendirian tanpa 

dukungan. 

Hal ini bukan berarti, bahwa tidak ada dukungan 

sama sekali dari institusi negara dan swasta. Duku-

ngan itu ada, namun masih belum sistematis, se-

bagian sporadis, dan di antaranya terkait dengan 

kepentingan institusi. Di sisi lain, iklan terkadang 

ikut memengaruhi independensi pers walaupun 

secara tidak langsung.  

Pada 14 Februari 2024 lalu merupakan waktu saat 

rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusional-

nya untuk menentukan pergantian kepemimpinan 

nasional, sebagaimana telah berlangsung setiap 

lima tahun sekali pascareformasi. Itulah momen-

tum aktualisasi kedaulatan rakyat dalam menentu-

kan siapa yang akan memegang kekuasaan legis-

latif dan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan 

negara yang sah berdasarkan konstitusi. 

Para pasangan calon presiden dan calon wakil 

presiden yang berkontestasi dalam pemilu tahun 

ini, siapa pun yang kelak terpilih, merupakan pe-

megang kekuasaan pemerintahan yang akan turut 

menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. 

Oleh karena itu, dukungan setiap pasangan calon 

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 

kemerdekaan pers menjadi penting agar pers tetap 

mampu menjalankan perannya menjadi pencerah 

dan penggugah kesadaran publik untuk menjadi 

bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi. 

Kami berharap kepemimpinan nasional 2024-

2029 memberikan dukungan sistemik untuk turut 

mendongkrak demokrasi dan menjaga indepen-

densi serta kemerdekaan pers. Berikan dukungan 

sistemik bagi pers untuk tetap tumbuh dan beker-

ja dengan independen! Hapuskan kekerasan dan 

kriminalisasi terhadap pers! Wujudkan negara In-

donesia yang demokratis! l

*) Ketua Dewan Pers 

Kami berharap 
kepemimpinan 
nasional 2024-
2029 memberikan 
dukungan sistemik 
untuk turut 
mendongkrak 
demokrasi 
dan menjaga 
independensi serta 
kemerdekaan pers.
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enghadiri acara puncak peri nga -

tan Hari Pers di Jakarta, 20 Fe -

bruari 2024, Presiden Joko Wi  dodo 

mengungkapkan telah di tan-

datanganinya Peraturan Pre si den 

no mor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab 

Pe rusahaan Platform Digital untuk Mendukung 

Jurnalisme Berkualitas. Perpres ini me ngatur soal 

kerja sama antara perusahaan pers de ngan plat-

form digital. 

Setelah menunggu proses pembahasan cukup 

lama, sekitar tiga tahun, kalangan pers di tanah 

air kini boleh lega dan berharap, bahwa regulasi 

tersebut akan membantu keberlangsungan bisnis 

media mereka.  Berdasarkan peraturan ini, kerja 

sama perusahaan pers dengan perusahaan plat-

form digital diharapkan dapat dilakukan secara 

adil dan transparan.

Namun, untuk implementasi perpres tersebut 

tentu masih dibutuhkan banyak persiapan. Se-

jauh ini, perusahaan platform digital juga belum 

menyampaikan tanggapannya terhadap terbitnya 

regulasi ini. 

MM Jurnalisme Berkualitas
Tulisan pendek ini, karenanya, tidak hendak mene lisik 

lebih jauh soal perpres tersebut. Melainkan, ini sekadar 

akan mengulik satu aspek dari Perpres nomor 32 Tahun 

2024 yang cukup menarik.  

Meskipun mengatur soal bisnis, khususnya me nyangkut 

kerja sama perusahaan pers dengan platform digital, 

perpres ini dibentuk untuk tujuan lebih luas dari “seka-

dar” urusan bisnis perusahaan pers. Sebagaimana dis-

ampaikan Presiden Jokowi, bahwa semangat perpres 

adalah untuk mewujudkan jur nalisme berkualitas. 

“Perlu saya mengingatkan semangat awal perpres ini. 

Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh 

dari konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi un-

tuk kemajuan Indonesia,” ujar Presiden.

Maka, dapat dipahami bahwa Perpres nomor 23 Tahun 

2024 ini bertajuk “Tanggung Jawab Perusahaan Plat-

form Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”. 

Hal ini dapat dimaknai bahwa kerja sama perusahaan 

pers dengan penyedia platform digital dilakukan dalam 

bingkai peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. 

Ihwal 
Jurnalisme 
Berkualitas
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Dalam konteks ini, pasal 5 Perpres 

23 Tahun 2024 mengatur kewajiban 

perusahaan platform digital dalam 

mendukung jurnalisme berkua-

litas. Antara lain dengan a) tidak 

memfasilitasi penyebaran dan/

atau tidak melakukan komersial-

isasi konten berita yang tidak sesuai 

dengan Undang-Undang tentang 

Pers;  b) memberikan upaya terbaik 

untuk membantu memprioritaskan 

fasilitasi dan komersialisasi berita 

yang diproduksi oleh perusahaan 

pers; c) memberikan perlakuan 

Sinergi Berbagai 
Pihak
Dalam ekosistem digital, penyedia 

platform digital memang mempu-

nyai peran strategis untuk mendu-

kung jurnalisme berkualitas, te-

ru ta ma karena otoritasnya dalam 

mem   bangun dan mengembangkan  

algoritma bagi proses seleksi dan 

distribusi informasi, termasuk be-

rita. Penyedia platform digital ha rus 

menjamin dan mendukung di  tribusi 

informasi dan berita-berita yang 

memiliki kemanfaatan bagi publik. 

yang adil kepada semua perusaha-

an pers dalam menawarkan la ya  nan 

platform digital; d) melaksa nakan 

pelatihan dan program yang dituju-

kan untuk mendukung jurnalisme 

yang berkualitas dan bertanggung 

jawab; e) memberikan upaya ter-

baik dalam mendesain algoritma 

distribusi berita yang mendukung 

perwujudan jurnalisme berkuali-

tas sesuai dengan nilai de mo  krasi, 

kebhinekaan, dan peratu ran perun-

dang-undangan; dan f) be  kerjasama 

dengan perusahaan pers.

16ETIKA         FEBRUARI 2024
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jurnalistik yang bermutu dengan 

menerapkan standar kerja profe-

sional secara ketat bagi para jurnal-

isnya. Di sisi lain perusahaan media 

wajib memberi penghargaan yang 

memadai bagi para jurnalisnya, 

menyediakan fasilitas dan pelati-

han-pelatihan  agar mereka mam-

pu menjalankan tugas jurnalistik 

dengan baik. 

Faktanya, saat ini tidak banyak pe-

rusahaan media yang mampu me-

nerapkan manajemen bisnis dan 

standar kerja profesional.  Selain 

keterbatasan modal, mereka juga 

menghadapi minimnya tenaga jur-

nalis yang kompeten. Sangat lazim 

di banyak daerah di Indonesia, pe-

rusahaan media menggantungkan 

pendapatan utama mereka pada 

dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) melalui 

kerja sama mereka dengan pemer-

intah daerah setempat. Ini mem-

buat konten media lebih banyak 

berupa berita-berita press release 

dari berbagai instansi pemerin-

tah, daripada berita-berita yang 

mengangkat isu-isu menyangkut 

kepentingan publik. Fungsi media 

sebagai lembaga edukatif dan kon-

trol sosial acap terabaikan.

Dalam kondisi seperti ini regulasi 

tentang publisher right menum-

buhkan harapan bagi media un-

tuk memperoleh pendapatan dari 

sumber lain di luar dana APBD,  

meskipun praktiknya tidak akan 

mudah. Berbagai pihak lain, para 

pemangku kepentingan media, di-

harapkan peran sertanya bersinergi 

membangun ekosistem pers yang 

sehat, agar mampu mendorong 

perusahaan pers dan jurnalis men-

jalankan tugas pekerjaannya secara 

profesional. l (Winarto, tenaga ahli 

Dewan Pers).

Di luar proses seleksi dan distribu-

si, kualitas berita tentu saja sangat 

terkait dengan proses produksi. 

Dalam konteks ini penyedia plat-

form digital diharapkan dukun-

gannya terhadap fasililtasi penye-

lenggaraan pelatihan-pelatihan 

bagi pekerja pers, baik menyang-

kut manajemen bisnis usaha pers 

maupun kompetensi jurnalistik 

mereka. Dukungan ini dapt di-

anggap sebagai salah satu wujud 

tanggung jawab sosial perusahaan 

platform digital.  

Perlu saya 
mengingatkan 
semangat awal 

perpres ini. 
Kita ingin 
jurnalisme 

berkualitas, 
jurnalisme 

yang jauh dari 
konten negatif, 

jurnalisme yang 
mengedukasi 

untuk kemajuan 
Indonesia.”

Presiden Joko Widodo
Presiden RI

Secara umum, peningkatan kualtas 

jurnalisme tidak dapat dibebank-

an tanggung jawabnya pada hanya 

satu-dua pihak. Akan tetapi, peru-

sahaan pers sebagai produsen ada-

lah pihak yang paling utama ber-

tanggung jawab terhadap kualitas 

karya-karya jurnalistik yang dihasil-

kannya. Kesalahan dalam pemberi-

taan, pelanggaran terhadap kode 

etik jurnalistik pada konten berita 

mereka misalnya, tidak dapat dibe-

bankan tanggung jawabnya kepada 

pihak-pihak lain. 

Media harus memiliki komitmen 

untuk menghasilkan karya-karya 
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Perpres Hak Penerbit Ditandatangani, 
Jokowi: Kita Ingin Kerja Sama Lebih 
Adil Antara Pers dan Platform Global
JAKARTA—Presiden Joko Widodo memastikan 
telah menandatangani Peraturan Presiden tentang 
Tanggung Jawab Mendukung Jurnalisme Berkualitas 
atau Perpres Publisher Rights (Hak Penerbit). Menurut 
presiden, penandatanganan dilakukan kemarin (19/2) 
di Jakarta. 

Sebelum menandatangani perpres itu, presiden 
mengaku betul-betul mendengarkan aspirasi dari 

rekan-rekan pers. Jokowi menyadari, aspirasi insan pers 
tidak benar-benar bulat. Ada perdebatan panjang dan 
perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan 
platform digital, maupun platform digital besar. 

“Kita harus timbang terus implikasinya. Setelah mulai 
ada titik ke pemahaman, kita bisa mulai menemukan 
titik temu. Ini ditambah dengan desakan dari Dewan 
Pers serta dorongan dari perwakilan perusahaan 

Presiden Joko Widodo mengumumkan telah menandatangani Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab 
Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas 
atau Perpres Publisher Rights di acara Puncak Hari Pers Nasional 2024 
pada Selasa (20/2/2024) di Ancol, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)
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Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto 
Anggoro (berdiri) menjadi pembicara 
dalam Konvensi Nasional Media 
Massa 2024 di sesi Unconference 
dengan tema Strategi Menjaga 
Kesehatan & Kesinambungan Bisnis 
Media pada Senin (19/2/2024) di 
Ancol, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

pers maupun asosiasi media,” 
kata Jokowi dalam acara puncak 
peringatan Hari Pers Nasional di 
Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/24). 

Semangat awal dari perpres ini, 
ujarnya, adalah ingin menyudahi 
semua konten-konten negatif 
dan melahirkan jurnalisme yang 
berkualitas untuk kemajuan 
Indonesia. “Kita juga ingin 
memastikan keberlanjutan 
industri media nasional. Kita ingin 
kerja sama yang lebih adil antara 
perusahaan pers dan platform 
digital global,” tutur Jokowi. 

Pemerintah serius memikirkan 
bagaimana menghadapi 
transformasi digital ini. Ia sekaligus 
juga menepis kekhawatiran para 
konten kreator. “Kabarnya para 
konten kreator khawatir terhadap 
perpres ini. Saya sampaikan, bahwa 
perpres ini tidak berlaku untuk 
konten kreator. Silakan dilanjutkan 
kerja sama yang selama ini sudah 
berjalan baik dengan platform 
digital,” paparnya. 

KBLI Media 
Diperluas

JAKARTA—Dewan Pers memperluas 
jangkauan bidang usaha media 
atau perusahaan pers yang 
mengajukan diri untuk ikut 
verifikasi. Hal itu disampaikan Ketua 
Komisi Pendataan, Penelitian, dan 
Ratifikasi Pers Dewan Pers, A Sapto 
Anggoro, ketika menjadi pembicara 
dalam diskusi di sela peringatan 
Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, 
Senin (19/2/24).

Sekarang tidak 
lagi seperti itu. 

KBLI untuk 
perusahaan pers 

kita perluas. 
Di samping 
penerbitan 

berita, 
perusahaan pers 

bisa memiliki 
bidang usaha 

lain yang 
terkait dengan 
bidang utama 

usahanya.” 
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Menurut Sapto, selama ini Dewan 
Pers menetapkan Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 
untuk media haruslah di bidang 
penerbitan pers saja. Jika ada 
perusahaan pers yang ikut verifikasi 
dan memiliki bidang usaha lain, 
maka hal itu dinyatakan tidak sesuai 
dengan KBLI sehingga tidak bisa 
lolos verifikasi.

“Sekarang tidak lagi seperti itu. KBLI 
untuk perusahaan pers kita perluas. 
Di samping penerbitan berita, 
perusahaan pers bisa memiliki 
bidang usaha lain yang terkait 
dengan bidang utama usahanya,” 
ujar Sapto.

Ia memberi contoh, perusahaan 
pers dimungkinkan memiliki 
usaha bidang penerbitan buku, 
pelatihan-pelatihan, dan diskusi 
publik berbayar. Bahkan, kata 
Sapto, perusahaan pers bisa saja 
memiliki bidang usaha sebagai  
penyelenggara acara atau event 
organizer bagi perusahaan lain. 
Namun, Dewan Pers akan menolak 

media yang juga memiliki usaha 
kontraktor, pertambangan, 
perdagangan, dan sejenisnya. l

Publisher Rights 
Segera Disahkan

JAKARTA—Rancangan Peraturan 
Presiden (R-Perpres) tentang 
Publisher Rights akan segera 
disahkan. Menteri Komunikasi 
dan Informatika, Budi Arie Setiadi, 
mengutarakan hal itu ketika 
menjadi pembicara kunci dalam 
Konvensi Nasional Media Massa 
dalam memperingati Hari Pers 
Nasional di Ancol, Jakarta, Senin 
(19/2/24). 

“Selanjutnya pemerintah segera 
mengesahkan (R-perpres) kebijakan 
yang mendorong level playing field 
di isu digital. R-Perpres Publisher 
Rights berusaha untuk menginisiasi 
kerja sama antara perusahaan pers 
dan platform digital yang dilandasi 
oleh kejelasan hukum,” tuturnya.

Terdapat tiga poin utama dalam 
R-Perpres Publisher Rights. Pertama 
untuk mengkodifikasi praktik kerja 
sama yang sudah ada. Kedua, 
mendorong interaksi antara 
platform digital dengan perusahaan 
pers secara lebih berimbang. 
Terakhir, memberikan kesempatan 
perusahaan pers terlepas dari 
skala usahanya untuk dapat 
meningkatkan kerja sama dengan 
platform digital. 

Ia menyatakan, pemerintah juga 
harus melakukan perubahan kedua 
pada pasal 40A Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE). Pemerintah memiliki 
wewenang untuk menghadirkan 

Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Budi Arie Setiadi saat 
membuka Konvensi Nasional Media 
Massa 2024 pada Senin (19/2/2024) 
di Ancol, Jakarta.
(FOTO: DEWAN PERS)

Selanjutnya 
pemerintah segera 

mengesahkan 
(R-perpres) 

kebijakan yang 
mendorong level 

playing field di isu 
digital. R-Perpres 
Publisher Rights 
berusaha untuk 

menginisiasi kerja 
sama antara 

perusahaan pers 
dan platform 
digital yang 

dilandasi oleh 
kejelasan hukum.”
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digital yang adil, akuntabel, aman, 
dan inovatif supaya menghadirkan 
fair playing field dalam ekosistem 
digital nasional. l

Pers Harus 
Beradaptasi di 
Tengah Disrupsi 
Teknologi

JAKARTA—Dalam menghadapi 
disrupsi teknologi informasi 
dan komunikasi, manusia harus 
bisa beradaptasi. Wakil Menteri 
Komunikasi dan Informatika, Nezar 
Patria, menegaskan perlunya media 
mengelola teknologi informasi 
dengan baik. 

“Kendalikan teknologi tersebut, 
minimalkan risiko, dan besarkan 
manfaatnya,” kata Nezar. Ia 
mengutarakan hal itu pada acara 
Konvensi Nasional Media Massa di 
Ancol dalam rangka peringatan Hari 
Pers Nasional, Senin (19/2). 

Ia menilai, kemunculan artificial 
intelligence (AI) atau kecerdasan 
buatan di tengah-tengah 
kemajuan teknologi mendorong 
sebuah fenomena paradoks. AI 
mampu mempermudah produksi 
dan distribusi penyebaran 
konten, serta berusaha membaca 
intuisi manusia terhadap fakta 
yang akan diberitakan.

Di samping itu, ia juga 
menyebutkan terjadinya 
pergeseran audiens yang lebih 
menyenangi konten media sosial 
dan perlahan menghancurkan 
pola bisnis media. Hal ini 
diakibatkan karena adanya pola 
perubahan komunikasi. l

Wakil Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Nezar Patria (berdiri) 
menjadi pembicara pada Konvensi 
Nasional Media Massa 2024 dalam 
sesi kedua dengan tema Pers, 
Demokrasi Digital, dan AI Beretika  
Pers, Demokrasi Digital, dan AI 
Beretika pada Senin (19/2/2024) di 
Ancol, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Kendalikan 
teknologi tersebut, 
minimalkan risiko, 

dan besarkan 
manfaatnya.” 
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Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu 
(kiri), Calon Presiden no urut 03, Ganjar 
Pranowo bersama Calon Presiden 01, 
Anies Baswedan berfoto bersama usai 
menandatangani komitmen Pasangan 
Calon Presiden Dan Wakil Presiden 
Tentang Kemerdekaan Pers pada Sabtu 
(10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. 
(FOTO: DEWAN PERS)

Ketua 
Dewan Pers: 
Kemerdekaan 
Pers Wujud 
Tegaknya 
Demokrasi
JAKARTA – Kemerdekaan pers 
merupakan wujud tegaknya 
demokrasi. Demokrasi akan tegak 
apabila pers dapat menjalankan 
peran dan fungsinya dengan 
bebas serta terhindar dari 
campur tangan pihak manapun. 
Sebaliknya, apabila pers menjadi 
terbelenggu, terepresi, dan 
kehilangan independensi, 
maka itu merupakan penanda 
goyahnya demokrasi. Oleh 
karena itu, komitmen negara 
untuk menegakkan demokrasi 
tidak terlepas dari komitmen 
untuk merawat kemerdekaan 
pers.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan 
Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam 
sambutannya pada acara Deklarasi 
Kemerdekaan Pers oleh Capres dan 
Cawapres. Acara ini digelar Sabtu 
(10/2/2024) malam di Gedung 
Dewan Pers, Jakarta.

“Sebagaimana diketahui, salah 
satu buah reformasi adalah 
jaminan kemerdekaan pers 
melalui pembentukan UU Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers. 
Undang-Undang ini merupakan 
simbol era reformasi bagi bangsa 
Indonesia temasuk bagi kehidupan 
pers, yang semula ada dalam 
cengkeraman penguasa, lalu 
disambut dengan gegap gempita 
sebagai era kemerdekaan pers. 
Kemerdekaan pers sebagai bagian 
dari hak asasi manusia merupakan 
salah satu ciri yang menandai 
tegaknya demokrasi,” urai Ninik.

Dia menyebutkan, era reformasi 
merupakan titik balik yang 
menegaskan bahwa kemerdekaan 
pers adalah hak asasi manusia yang 
dijamin sepenuhnya oleh negara. 
Pada era orde baru, kehidupan pers 
nyaris penuh represi. Pembredelan 
menjadi sarana yang ampuh untuk 
membungkam hak konstitusional 
warga negara oleh penguasa 
dalam mencari, memperoleh, dan 
menyampaikan informasi. Pers 
menjadi tidak independen karena 
posisinya berada dan tunduk di 
bawah pemerintah. l Arif Supriyono

Komitmen 
negara untuk 
menegakkan 

demokrasi 
tidak terlepas 

dari komitmen 
untuk merawat 
kemerdekaan 

pers.”
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DESEMBER 

Risalah No 1 
PT SMN dengan 
kabartrenggalekcom
  
Risalah No 2 
ASIRI dengan 
Tribun Network

Risalah No 3 
PT Putra Konut Perkasa 
dengan tintasultracom

Laporan 
Kasus Pengaduan 
Januari 2024

GRAFIK

PPR: 1 PPR

terhadap 

Majalah Tempo 

atas pengaduan 

Moch Wijdan

PPR: 3 PPR

terhadap 

Majalah Tempo 

atas pengaduan 

Moeldoko

PPR: 2 PPR

terhadap 

rmol.id & rmolsumsel 

atas pengaduan 

PT RMKE

PPR: 4 PPR

terhadap 

pelitatodaycom 

atas pengaduan 

Amintas

PPR: 5 PPR

terhadap 

HU Media Bali 

atas pengaduan 

Arya Wedakarna

SURAT 

12 surat 
Surat Undangan Mediasi. 

14 kasus
Arsip

Penyelesaian pengaduan antara Kepala Staf Kepresidenan 
Republik Indonesia, Moeldoko dengan Majalah Tempo pada 
Kamis (11/1/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. 
(FOTO: DEWAN PERS)
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Rapat Penyusunan 
Rancangan Rencana 
Strategi Dewan Pers  

Dewan Pers menyelenggarakan rapat 
penyusunan rancangan rencana strategi 
Dewan Pers 2025-2029 pada Kamis dan 
Jumat (1-2/2/2024) di Bandung, Jawa 
Barat.

Rapat tersebut diadakan sehubungan 
dengan telah masuknya periode akhir 
pelaksanaan RPJMN 2020- 2024 dan 
Renstra 2020-2024, sehingga perlu 
dilakukan langkah-langkah persiapan 
untuk menyusun rancangan rencana 
strategi (Renstra) Dewan Pers 2025-2029. 

Dalam rapat tersebut, selain seluruh 
anggota Dewan Pers serta tenaga ahli 
Dewan Pers Yang hadir, Dewan Pers juga 
turut mengundang Bappenas serta para 
praktisi, pengamat media dan akademisi 
untuk dimintai masukannya dalam 
rangka penyusunan Renstra baik dari 
ruang lingkup, timeline, dan gambaran 
mengenai arah kebijakan nasional ke 
depan. l

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)
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Uji Publik Pedoman 
Perilaku dan Standar Pers 
Professional 

Dewan Pers menggelar uji publik terhadap 
rancangan peraturan Dewan Pers tentang 
Pedoman Perilaku dan Standar Pers 
Professional pada Senin (5/2/2024) di 
Depok, Jawa Barat.

Uji publik tersebut dalam rangka untuk 
meminta masukan dari publik terhadap 
pedoman tersebut sebelum nantinya akan 
disahkan menjadi peraturan Dewan Pers.

Acara yang dipimpin langsung oleh 
Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu 
dengan didampingi oleh anggota Dewan 
Pers, Asep setiawan tersebut turut 
mengundang perwakilan dari Konstituen 
Dewan Pers, pimpinan media, serta 
perwakilan kementerian/Lembaga. l

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)
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Menghadiri Undangan PWI 
Dalam Rangka HPN 2024

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu menghadiri 
undangan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional sekaligus 
HUT ke-78 PWI pada Jumat (9/2/2024) di kantor pusat 
PWI lt 4, Gedung Dewan Dewan Pers, Jakarta.

Hadir dalam acara itu, selain Ketua PWI Pusat Hendry 
Ch Bangun, Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, wartawan 
senior, dan undangan lain yakni Karo Penmas 
Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko; Ketua 
Dewan Pers Ninik Rahayu, utusan dari Malaysia dan 
perwakilan dari Astra Pusat. Acara yang berlangsung 
sederhana namun khidmat tersebut, ditandai dengan 
pemotongan tumpeng oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Budi Arie Setiadi sebagai ungkapan rasa 
syukur pada HUT ke-78 PWI. l

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)
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Kunjungan dari 
Media Malaysia

Dewan Pers menerima 
kunjungan dari media malaysia 
bernama.com pada Kamis 
(15/2/2024) di Gedung Dewan 
Pers, Jakarta.

Rombongan dari media 
Bernama.com tersebut diterima 
langsung oleh anggota Dewan 
Pers, Totok Suryanto dan Paulus 
Tri Agung Kristanto. l

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)
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Menerima 
Kunjungan dari 
USAID

Dewan Pers menerima 
kunjungan dari United States 
Agency for International 
Development (USAID) pada  
pada Kamis (15/2/2024) di 
Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Kunjungan tersebut diterima 
langsung oleh anggota Dewan 
Pers, Asep Setiawan. l

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)


